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TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINE,RJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAII PENGEMBAIIGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABI]PATEN PESISIR SELATAN

KEPALA I]ADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalarn rangka kelancaran penyusunan rencana strategis
perjanlian kinerja, pelaporan kinerja, pengelolaan data kinerja secara
sistematik di Lingkungan Badan Kepegarvaian dan Pengenlbangan
Sumber l)aya Manusia Kabupaten Pesisir Seiatan. perlu mernbentuk
Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a.
perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia I'ahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 2l Drt. Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun i958 (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara republik lndonesia Nomor I 643);

2. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonror 66, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4.138);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diuabah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran negara Republik lndonesia
Nomor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telalr diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
'Iahapan, Tata Ca"a Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahvn 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu
Atas Laporan Kinerja;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 201 6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini,

Menugaskan Tim sebagaimana dinraksud dalam Diktuln KESATU
keputusan ini untuk:

l. Melakukan koordinasi yang diperlukan disetiap tahapan pelaksanaan
SAKIP di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan daya yang diperlukan
dalam pelaksanaan SAKIP:

3. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:

a. Rencana Strategis;

b. Perjanjian Kinerja;

c. Pengukuran Kinerja;

d. Pengelolaan Data Kinerja:

e. Pelaporan Kinerja;

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja:

4. Melaksanakan rapat pemapamn hasil penyusunan dokumen;

5. Merunruskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan
SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan
SAKIP;

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.



KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanssal

: Painan
: @Maret 2020

KEPALA BADAN I(EPEGAWAIAN DAN



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NoMOR : 800i 0t9 /BKPSDM-2020
TANGGAL
TENTANG

02 \'4NLEI z.oZD
: TIM SISTEM AKLINTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP) Di LINCKUNG,qN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENCE}IBA:iCAN SU]I1B[,R DA\-A TI,IIL SIA tL'{.BUI,ATE}i PEStSiR. 5[I--\T,1.\

KEPEGAWAIAN DAN
DAYA MANUSIA
SELATAII

NO JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM KEDINASAN

Penanggung Jawab Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Ketua Sekretans tsadan Kepegaw?lan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

3. Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencaan, Keuangan dan Pelaporan

4. Anggota a. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Aparatur Sipil Negara

b. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil
Negara

c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

). I rm leknis a. Kasubag Umum Kepegawaian

b. Kasubbid Pengadaan dan Formasi ASN

c. Kasubbid Propesi, data dan Informasi ASN

d. Kasubbid Pemberhentian ASN

e. Kasubbid Mutasi dan Pengembangan Karir ASN

L Kasubbid Kepangkatan PNS

g. Kasubbid Promosi dan Kesejahteraan ASN

h. Kasubbid Pendidikan, Penjenjangan dan Sertifikasi

i. Kasubbid Pendidikan Pelatihan Teknis Jabatan
fungsional

j. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN
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